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PENETAPAN
Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Klp
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat binti Ayah, 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Samudin No. 66,
RT.001/RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang I,
Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat bin Ayah, 30, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA,
tempat tinggal di Jalan Ais Nasution RT.05/RW.02,
Kelurahan Kuala Pembuang Il, Kecamatan Seruyan Hilir,
Kabupaten Seruyan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9
Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang
Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA Klp tanggal 9 Januari 2019 telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalahsuami sitri sah yan menikah pada
tanggal 24 November 2017, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, No: 0183/015/X1/2017
tertanggal 24 November 2017;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik
talak (talak bersyarat) terhadapPenggugat yang bunyinya sebagimana
tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
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3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di Jalan Samudin kemudian pindah di Jalan Samudin elama 7 bulandan
selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik
sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan tergugat dalam
keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2018kententraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya

antara lain;
a. Tergugat sering menjual barang kepunyaan orang tua Penggugat;
b. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
C. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus
sehingga akhirnya sejak tanggal 31 bulan Juli tahun 2018 hingga sekarang
selama kurang lebih 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal karena Tergugat telah pergi meningalkan tempat kediaman bersama,
yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di
Jalan Samudin dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ais Nasution dan
selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan
lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi
alasan pereraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pearturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi
Hukum Islam Pasal 116;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
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PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin Ayah)

terhadap Penggugat (Penggugat binti Ayah);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR
atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan
menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat secara lisan
menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita
acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat dating menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat dan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya
untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat secara lisan
menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan
sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal
271 Ry, Pengadilan menilai bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut
tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut harus
dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat
telah dikabulkan, sedangkan perkaranya telah terdaftar dalam Buku Register

Perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
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Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register
Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan
perceraiannya terhadap Tergugat, maka status Penggugat dan Tergugat tidak
berubah dan masih tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama
kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

0008/Pdt.G/2019/PA.Klp dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hakim Ketua, sebagai Ketua
Majelis, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Panti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Hakim Anggota 1 Hakim Ketua
Hakim Anggota,
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Hakim Anggota 2 Panitera Pengganti,

Panti
Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

1
Proses : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp 300.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

4. Meterai  Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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